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P UT U S A N 

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kla 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KALIANDA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, 

dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jati baru, 20 Oktober 1995, umur 

28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga 

Kerja Indonesia, bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX, 

Kecamatan XXX, Kabupaten Lampung Selatan, XXX, XXX, 

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung , dalam hal ini memberi 

kuasa khusus kepada AHMAD HARIS MUIZZUDDIN, S.H, 

Advokat, berkantor Perum BKP Blok Q No 16 Kelurahan 

Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, 

berdasarkan domisili elektronik e-mail : pakalianda4@gmail.com, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, 

sebagai Penggugat; 

Lawan 

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 Januari 1997, umur 27 

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, 

bertempat tinggal di RT 02 RW 06 Desa XXX, Kecamatan XXX, 

Kabupaten Lampung Selatan, XXX, XXX, Kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 05 

Februari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 

pada tanggal 22 Januari 2017 di rumah kediaman keluarga Penggugat, 

dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten 

Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX; 

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama 

Suka dengan Penggugat berstatus Perawan  dan Tergugat berstatus 

Jejaka, setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat talik talak 

dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan XXX; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan 

telah  dikaruniai dua  orang anak yang bernama Anak yang saat ini 

berusia 6 tahun dan Anak yang saat ini berusia 2 tahun, saat ini kedua 

anak tersebut tinggal bersama dengan keluarga Tergugat; 

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat,  hingga akhirnya 

berpisah, saat ini Tergugat tinggal di kedimaman keluarga Tergugat dan 

Penggugat saat ini sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia  di 

Singapura semenjak akhir tahun 2022, hingga saat ini; 

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak sekitar awal tahun 2019, 

mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah:  

5.1 Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan termparmental  baik secara 

perkataan maupun perbuatan terhadap Penggugat, Tergugat kerap 

marah hanya karna persoalan kecil didalam rumah tangga serta kerap 

bersikap kasar terhadap Penggugat baik secara perkataan maupun 

perbuatan, Tergugat juga kerap bersikap keras kepala terhadap 

Penggugat, serta Tergugat kerap tidak mau mendengarkan perkataan 

dan nasehat dari Penggugat, apabila Penggugat menasehati Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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selalu marah, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran di dalam 

rumah tangga antara Penggugat dan Terugat setiap harinya; 

5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan 

ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh 

Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, 

Tergugat kerap bersikap malas, dan tidak berupaya mencari tambahan 

pengasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sering 

menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga, 

Tergugat hanya mengandalkan uang tabungan Penggugat hasil 

Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik saat sebelum menikah dan 

hanya mengandalkan dari pemberian keluarga Tergugat dan 

Penggugat; 

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pertengahan tahun 2022,  dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat 

bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau 

merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap 

egois dan tempramental hanya karna permasalahan kecil sering 

menyebabkan pertengkaran besar di dalam rumah tangga, selain itu 

tergugat juga tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan tambahan guna 

mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan hanya 

bergantung kepada keluarga Penggugat dan tabungan Penggugat hasil 

Penggugat dahulu bekerja,  hal inilah yang menyebabkan pertengkaran 

secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

setiap harinya,  akibat dari terjadinya pertengkaran yang terjadi hampir 

setiap harinya tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya 

berpisah kediaman bersama, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun 

Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri 

kembali;  

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan juga 

Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi lagi, hingga saat ini 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada 

Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat 

berangkat sebagai TKI ke Singapura sejak akhir tahun 2022, dan hingga 

saat ini Penggugat belum pernah kembali;  

Disclaimer
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8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha 

merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati 

Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali 

berumah tangga dengan Tergugat; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

 
 
PRIMAIR 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap  

Penggugat (Penggugat) 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

 
SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon 

putusan yang seadil-adilnya; 

 

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus 

kepada AHMAD HARIS MUIZZUDDIN, S.H Advokat yang mengambil domisili di 

Perum BKP Blok Q No 16 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling 

Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 

Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Kalianda dengan Nomor 142/SKH/2024/PA.Kla tanggal 05 Februari 2024; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut 

di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang 

bersangkutan; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan 

Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat 

Panggilan (relaas) Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat 

Gugatan asli tanggal 10 Januari 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara 

elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka 

upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan 

Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut; 

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lampung 

Selatan Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 22 Januari 2017, bukti 

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah 

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;  

B. Saksi: 

1.  Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, 

bertempat tinggal di RT. 01 RW.06, Desa XXX, Kecamatan XXX, 

Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut 

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Paman; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 

tanggal 22 Januari 2017 di KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung; 

-   Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di 

kediaman orangtua Tergugat, hingga akhirnya berpisah,; 

-   Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak dan 

Anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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-   Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada 

Penggugat; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak tahun 2021  sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi;  

-   Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri; 

-   Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2.  Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.006 Desa XXX 

Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan 

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi;   

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 

tanggal 22 Januari 2017 di KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung;  

 Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di 

kediaman orangtua Tergugat, hingga akhirnya berpisah,; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak dan 

Anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung; 

 Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat 

kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah sejak tahun 2021  sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi;  

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri; 

 Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat; 

 Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti 

yang telah diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang mengabulkan 

tuntutan Penggugat; 

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam 

berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup 

menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus 

Penggugat tertanggal 22 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 142/SKH/2024/PA.Kla tanggal 05 

Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa 

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal 

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan 

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat 

merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim 

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk 

beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional; 

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah 

menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar 

secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; 

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perceraian 

atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan 

hukum Islam, diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama 

Kalianda, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun 

relatif, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo 

adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat pada 
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Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung (vide bukti P.), maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat 

memiliki kapasitas secara hukum (legal standing), karena merupakan pihak 

yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo (persona standi in 

yudicio), oleh karena itu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 

ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat beralasan hukum untuk 

mengajukan gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kalianda berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara itu Penggugat dan 

Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, 

maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. junctis. 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) 

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara 

maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat 

agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan 

tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran 

Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun 

berdasarkan berita acara panggilan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Kla Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 

146 RBg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sehingga patut diduga, bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan 

panggilan Pengadilan Agama tersebut; 
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, akan tetapi tidak pernah hadir di muka persidangan, sedangkan 

Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, 

oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan 

Penggugat adalah sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering 

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu bersikap egois 

dan termparmental baik secara perkataan maupun perbuatan terhadap 

Penggugat, Tergugat kerap marah hanya karna persoalan kecil didalam rumah 

tangga serta kerap bersikap kasar terhadap Penggugat baik secara perkataan 

maupun perbuatan, Tergugat juga kerap bersikap keras kepala terhadap 

Penggugat, serta Tergugat kerap tidak mau mendengarkan perkataan dan 

nasehat dari Penggugat, apabila Penggugat menasehati Tergugat selalu 

marah, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran di dalam rumah tangga 

antara Penggugat dan Terugat setiap harinya, Tergugat tidak bertanggung 

jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang 

diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah 

mencukupi, Tergugat kerap bersikap malas, dan tidak berupaya mencari 

tambahan pengasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga 
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sering menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga, 

Tergugat hanya mengandalkan uang tabungan Penggugat hasil Penggugat 

bekerja sebagai buruh pabrik saat sebelum menikah dan hanya mengandalkan 

dari pemberian keluarga Tergugat dan Penggugat hingga berakibat pada 

keduanya pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022, serta tidak lagi 

menjalankan kewajiban suami istri pada umum meskipun telah diupayakan 

rukun baik oleh keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

tidak memberikan sanggahan apapun dan juga tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga haknya 

untuk menjawab dan hak pembuktiannya menjadi gugur, namun demikian, 

berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, 

“barang siapa yang mengaku atau mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus 

membuktikan kebenarannya”, selain itu, perceraian merupakan suatu 

perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, karena meskipun perceraian itu 

telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai 

alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT. disamping itu 

guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak 

mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya 

penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat harus membuktikan 

kebenaran dalil-dalilnya, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak 

dapat dibantah oleh Tergugat; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mangajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 

Penggugat dan Tergugat, diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta 

sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik 

yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang 

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimana yang telah diatur di 

dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 

KUH Perdata serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
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2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat 

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat (P) tersebut menjelaskan 

tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok 

perkara, bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 telah dilangsungkan pernikahan 

berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat 

pada Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta 

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa 

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam 

perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat, telah terbukti menurut 

hukum; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga 

mangajukan dua orang saksi, terhadap kualitas dua orang saksi tersebut 

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat;   

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, 

bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 
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171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki 

pekerjaan yang tetap, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada 

Penggugat; 

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu hingga 

sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan 

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

layaknya suami isteri; 

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis 

Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara 

Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di 

dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi 

pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri 

dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan sudah tidak saling perdulikan lagi 

bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat 

juga tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim 

berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken 

marriage) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan 

tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur’an Surat 

Ar Ruum Ayat (21): 

وَاجًبْأوَ فسُِكُمْ ْمِهْ ْلكَُمْ ْخَلَقَْْأنَْ ْآيبَتهِِْْوَمِهْ   كُىىُاْأزَ      …إلِيَ هَبْلِتسَ 

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya”.  

dan Surat An Nisa Ayat (19): 

    ...ببِل مَع رُوفِْْوَعَبشِرُوهُهْ …  

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang 

patut...”. serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (4)  Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, 

saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu 

sama lainnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis 

Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, 

maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan 

kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti 

yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi 

menegakkan batasan-batasan Allah (syari’at dan hukum-hukum-Nya) diantara 

keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang 

disyari’atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta 

batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana 

yang telah dijelaskan di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat (229): 

بْذوُاتأَ خُْْأنَْ ْلكَُمْ ْيَحِلْ ْلَْْوَْ… ْْشَي ئبًْآتيَ تمُُىهُهْ ْمِم  ْْيَخَبفبَْأنَْ ْإِل  ْحُذوُدَْْيقُِيمَبْألَ 

ِْ   …ْاللّ 
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“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak 

mampu menjalankan hukum-hukum Allah.......”, 

dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal 

mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal a quo maka perceraian 

menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri 

ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian 

sebagaimana kaidah hukum Islam “ ُرَرُ يزَُال  bahwa segala kemudaratan dan ”الضَّ

penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya 

esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan 

tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada 

harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage); 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran 

Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah 

menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan 

hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 

(satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai 

dari Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana 

dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dalam 

surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama 

antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a 

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 

satu ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka 

bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci 
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(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut 

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155  

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib 

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, 

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut   

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Pengadilan 

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat 

sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis 

Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul 

akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat ); 

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari 

Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 

Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, 

Widya Alia, S.H.I. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim 

Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 
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Ketua Majelis, 

 

  

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

Widya Alia, S.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. 

Panitera Pengganti, 

 

 

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. PNBP  : Rp60.000,00 

2. Proses  : Rp75.000,00 

3. Panggilan : Rp291.000,00 

4. Meterai  : Rp10.000,00 

Jumlah   Rp436.000,00 

   (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) 
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